LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMO 115 TAHUN 1984 SERI D NOMOR 114
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1984

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUAR AN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | RALI,

Menimbang @ bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaran pemerintahan
Desa secara berdayvaguna dan berhasilpuna sesual denpan perkem.
bangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dipandang
perlu unfuk menetapkan Feraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Bali tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke-
wangan Desa.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomer 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Due-
rah-daerah Tingkal I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur {Lembaran Negara RI Tabun 1958 Nomor 115; Tambahan
Lembaran Negara R] Nomaor 1649) ;

2, Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran Negara BRI Tahun 1974 MNomor 38;
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran
MNegara BRI Nomor 3153} ;
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4.

G,

Peraturan Menter] Dalam Neger Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pe-
nyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuanpan Desa

. Peraturan Daerab Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 09 Tahun

1981 wntang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tabun 1982 Nomor 20 Seri
D Nomor 207 ;

Peraturan Daerab Propinst Daerah Tingkal [ Bali Nomor 10 Tahun
1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat T Bali Tahun 1982 Nomor 21 Seri I Nomor 21).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAII PROPINSI DAERAH TINGKAT | BALI
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PE-
NGELUARAN KEUANGAN DESA,

BAB L
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

HH

Desa adalah suatu wilayah vang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masva-
rakat hukum vang mempunyal ovganisasi pemerintaban terendah
langsung di bawah Camat dan berhak menvelenggarakan rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indone-
sia ;

. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan Per-

mufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun,
Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasvarakatan dan Pemuka-peruka
Masyarakat di Desa vang bersangkutan ;

Keputusan Desa adalah semua Eepulusan-keputusan yang telab di-
tetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimuofakatkan
dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan penge-
sahan dari Bupati/Waliketamadya Kepala Daerab Tingkat IT 1

. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi

Desa yang bersanghutan.
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BAB 1L

PENYLUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
FPENGELUARAN KEUANGAN DESA.
Bagian Pertama,
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuanpan Desa.
Pasal 2,

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa vang selanjud-
nya disebul Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari-
pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa vang di-
jabarkan dan diterjemabikan dalam angka-angka Rupiah, di satu pihak

mengandung perkiman target penerimaan dan di lain pihak mengan-
dung perkiraan batas tertinggl pengeluaran Keuangan Desa,

Pasal 3,
Anggaran Desa werupakan satu kesatuan vang terditi atas aAnggaran
rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4.

Angraran  pengeluaran rutin dibiavai dengan anggaran  penerimaan
rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiavai dongan anggaran
penerinaan pean bangunan,

Pasal 5.

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa unluk setiap tahun
anggaran,

Pasal §.

dumlah vang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target
penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas
terlinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos
Pengeluaran dalam satu tahun angparan,

Bagian Kedua.
Anggaran Hutin,
Pasal 7,

Anggaran rutin disusun mepurut gontol vang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negerd.

Pasal 8,

(1) Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian, vaitu



i)

i, Dagian Pertama mengenai Penerinaan |
b. Bagian kedua mengenai Pengeluaran.

Bagian Pertama Anggaran Rotin mengenai Penerimaan dibagi da-
lam tgult Pos, vailu :

a. Pos 1,

fv, Pos 11,

e Pos LI,

d, Pag [V,

v Pos W,

. Pos VI,

g. Pos VIL

sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalo

pendapatan asli dari Desa vang lerperinei

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah
i terporine

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerinlah
Daerah Tinglkat [ vang terperinei

penerimaan yvang berasal dari bantuan Pemerintah
Dacrah Tingkat 1T vang terperine

penerimaan vang berasal dari Pajak dan Retribusi
Daerah vang diserahkan kepada Desa yang terperin
i

lain-lain pendapatan yang salt menurul peraturan pers
undangan-undangan yvang berlaku vang terperine :

Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi da-
larn enam Pos vailu ;

a. Pos I,

sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
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d

iy

. Pos 1L

. Pas 110,

. Pos TV,

. Pos VI,

penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-
kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perang-
kat Desa yang Lerperine ;

rinci ;

Bagian Keliga.
Anggaran Pembangunan.
Pasal 9.

Anggaran Pembanpunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Neger,

(1)

@

Pasal 10,

Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :

H

Bagian Pertama mengenai penerimaan ;

b. Bagian Kedua mengenai Penpeluaran,

Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerima-
an dibagi dalam tujuh Pos, vaitu :

a. Pos 1, sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun



(3}

b. Pos I,

e. Pos II1,

e, Pos V.

f. Pos VI,

g, Pos VII,

vang lalu yang terperine -

penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa
vang terperinei :

pencrimaan vang berasal dari bantvan Pemerintah
yang terperine :

penerimaan yvang berasal dari baniuan Pemerintah
Daerah Tingkat I yang terperine ;

penerimaan yang berasal dari bantwan Pemerintah
Daerah Tingkat 11 yang terperinei

penerimaan  yang berasal dari pajak dan Helribusi
Daerah yang diserahkan kepada Desa yang terpe-
rinei :

lain-lain pendapatan yang sah menurul peraturan per-
undang-undangan yang berlaku vang terporing ¢

Bagian Kedua dari Anpgaran Pembangunan mengenai Pengeluar-
an dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangungn ta-

hun yang lalu ;
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.

. Pos ILL

Pas 1IE

Pos 1V,

L Pos W

Pos VL

. Pos VI

pem bangunan prasarava Pemerintalan Desag vang Ler-
peritc :

pembangunan Prasarana  Perhinbonesan Vil ferpe-
rinei -

Bagian Keempat,

Perincian Pembagian Anguaran Desa.

Pasal 11.

Pos-pos Anggaran Desa tiap tabun anggaran disusun menurut uritan-
urutan dan wralan yang sama.

Pasal 12,

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain daripada
yang felah disebut dalam pasal 8 dan pasal 10 kecuali bila dipandang
perlu dapat menambahkan pos baru.



Pasal 13.

Dalam  Anggaran Desa dirumuoskan sisa perhitungan anggaran tabun
vanng Balu, vanu untuk ;

i anggaran ritin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tabun yang
T

b. anggaran pembangunan suatn jumlah perkiraan sisa perhitungan ang-
garan tahun vang lalu,

(k)

i)

2]

(3

(1)

{2)

Pasal 14.

Pengeluaran tidak dapal dibebankan pada anggaran Desa jika
untuk pengeluaran teesebut tidak tersedia dan atau tidak cukup
dananya dalam anggaran Desa,

Kepala Desa dilarang melakukan pongeluaran atau menjanjikan
pengeluaran atas behan Anggaran Desa untuk tujuan lein daripada
vang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa,

Bagian Kelima.

Penetapan dan Pengesahan Anggaran
Desa,

Pasal 15.

Reputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusvawarahkan oleh
Lepala Desa denpgan Lembaga Musvawarah Desa dan ciajukan
kepada BupatifWalikotamadya Kepala Daerah Tingkal 11 moelalui
Camat guna mendapatkan pengesahan,

Reputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah menda
patkan pengesahan dari Bupati, Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 1.

Dalam hal Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 1T me-
nolak lerhadap Keputusan Desa mengenai Angparan Desa baik
sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yvang me-
rupakun petunjuk penvempurnaan Keputusan Desa dimaksud,

Fasal 16.

Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagal dimalksud da-
lam pasal 15 dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Ting-
kal IT untuk tahun anpgaran tectentu, dan secepat-cepainya Ke-
putusan Desa mengenai Angparan Desa havus sudah diterima oleh
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [1 untulk disahkan,

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il selambat-lam-
batnya 30 (tiga puluh} hari setelah menerima Keputusan Desa
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mengenai anggaran Desa harus sepera mengosahkan /menolak Ke-
putusan Desa dimaksud.

Pasal 17.

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 16 aval (2) se-
telah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesaban dari Bupati/
Walikolamadya Kepala Daerah Tingkat 11, maka Pemerintal Desa meng-
gunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya,

Pasal 18.

Tahun Anggaran Desa adalah sama denpan Tahun Angparan MNepara, vi-
itu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikulnya,

Bagian keenam.
Perubahan Anggaran Desa,
Fasal 1%,

(1) Apabila dalam Labun anggaran vang bersangkutan terjadi perubah.
an penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharus-
kan membuat perubahan Angearan Desa,

(2} Pevubaban Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan
disusun menurui contoh yvang ditetapkan oleh Menteri Dalam MNe-
geri.

th)  Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayvat (1) setelah dimu-
syawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11 melalui Camat
guna mendapatkan pengesaban discrtai dengan penjelasan vang

benar.
BEAB L
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN
DESA.
Pasal 20.

{1} Pada Sekretarial Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku
Administrasi Keuangan Desa menurut contob vang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Neperi,

{Z) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan
ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagal Bendaharawan Desa.

(3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagai dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.



(4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuanpan Desa harus dieatat
di dalam Duku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluar.
an hkevangan Desa harus mendapatkan persetujuan dar Kepala
Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran vang dapat dipertangming-
Jawahkan.

BAB IV,
PERHITUNGAN ANGGARAN DESA.
Pasal 21.
(1) Bengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tipa) bulan se-

telah ditetapkan Anggaran Desa untuk lahun tertentu ditetapkan
perhitungan Angparan Desa terhadap anggaran sebelummya.

{2} Perhitungan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) di-
buat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian-bagian dan
Pos-pos Anpgaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya
perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya,

BAB V.
PENGAWASAN ANGGARAN DESA,
Pasal 22,

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anpgaran Desa ci-
lakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daeral Tingkat II atau pe-
jabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 23,

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenal anggaran Penerimaan dan Penpeluaran Keuangan
Desa dan Ketentwan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peratur-
an Daerah ini dinyatakan tidak berlalu.

Pasal 24.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubermnur Kepala
Daerah Tingkat [ Bali.

Pasal 25,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanpgal diundangkan.
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Denpasar, & Februari 18984,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

DAERAH PROPINSI DAERAH BALI
TINGEKAT I BALI
KETUA,
ttd. ttd,
| GUSTI PUTU RAKA, 5H. MANTR A

Disahkan Menteri Dalam Negerl dengan Sural Kepuiusan
Momor : 140,61 - 764 tanggal : 2 Oktober 1984,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsl Daerah Tingkat I Bali Nomor 115
pada tanggal 22 Nopember Tahun 1984
Seri D Nomor 114.

Sekretaris Wilayah /Daerah Tingkat 1 Bali,
ttd,

Drs. SEMBAH SUBHAKTIL
NIP. 010023939,
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1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 04 TAHUN 1984
TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMA AN DAN PENGELUARAN

UM UL

KEUANGAN DESA

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 21 ayat

{3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa jo Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Momor 3 Tahun 1982 tentang Penyvusunan Angparan
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas,
pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal & cukup jelas,
Pasal 7 cukup jelas,
Pasal 8 cukup jelas,
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas,
Pasal 11 cukup jelas.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukup jelas.
Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) yang dimaksud denpan tahun anggaran tertentu adalah tahun
anpgaran yang hersangkutan,
Pasal 16 aval (2) cukup jelas,

Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukup jelas,
Pasal 19 cukup jelas.
Pasal 20 eukup jelas.
Pasal 21 cukup jelas.
Pasal 22 cukup jelas,
Pasal 23 cukup jelas,
Fasal 24 cukup jelas,
Pasal 25 cukup jolas.
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